__ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT
(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016,
tanggal 29 Januari 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentu-
an Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/
PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata
Laksana Pusat Logistik Berikat;

Mengingat : .

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-
publik indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

2. Undang-Undang Nomor-11 Tahun 1995 tentang
Cukai {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor- 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009
tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 5768);

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/
2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/
KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data Antara
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Mensetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERI-
KAT. :

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal.ini yang di-
maksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-
an sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 17 Tahun 2006.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaima-
na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007. :

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
barang yang sepenuhnya berada di bawah penga-
wasan Direktorat Jenderai Bea dan Cukai.

4, Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya
disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu
yang digunakan untuk menimbun barang dengan
tujuan tertentu dengan mendapatkan penanggu-
han Bea Masuk. '

5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat
PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar
daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari
tempat lain dalam daerah pabean, dapat diser-
tai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam
jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

6. Penyelenggara PLB adalah badan'hukum yang
melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola
kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.

7. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB
vang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

badan hukum yang melakukan kegiatan pengusa-
haan PLB.

Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara
di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah
badan usaha yang melakukan kegiatan pengusa-
haan PLB yang berada di dalam PLB milik Peny-
elenggara PLB yang statusnya sebagai badan
usaha yang berbeda.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Be-
bas adalah suatu kawasan yang berada dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia yang terpisah dari'daerah pabean, sehingga
bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), dan Cukai.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya dis-
ingkat KEK adatah kawasan dengan batas tertentu
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggara-
kan fungsi perekonomian dan memperoleh fasili-
tas tertentu.

Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya
disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-
BM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjut- -

nya disingkat MPDE adalah media yang dapat
menyimpan data elektronik seperti disket, com-
pact disk, flash disk atau sejenisnya.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya dis-

ingkat PDE adalah alir informasi. antar aplikasi
dan organisasi secara elektronik yang terintegrasi
dengan ‘menggunakan standar yang disepakati
bersama.

Sistem Pengendalian Internal yang selanjuthya
disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digu-

_nakan untuk mengkomunikasikan dan mengenda-

likan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/

- aktivitas bisnis perusahaan, pergerakan dokumen

pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain
yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan

penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai. .

Orang adalah orang perseorangan atau badan hu-
kum.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indo-
nesia.
Direktur Jenderal ‘adalah Direktur Jenderal Bea

19.

20.

21.

22,

(1)

(2}

(3)

(4).

(5)

dan Cukai.

. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kanter Wilayah

atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Di-
rektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat di-
penuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ke-
tentuan UndangUndang Kepabeanan.

Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu
untuk mefaksanakan tugas tertentu berdasarkan
UndangUndang Kepabeanan dan Undang-Undang
Cukai.

Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di PLB.
Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adafah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be-
bas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 2

PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuh-
nya berada di bawah pengawasan Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai. .
Dalam rangka pengawasan terhadap PLB seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian do-
kumen dan pemeriksaan fisik. :
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasar-
kan manajemen risiko.
Penyslenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PD-
PLB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepa-
beanan dan cukai berupa;
a. kemudahan pelayanan perizinan;
b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional;

dan/atau 3
¢. kemudahan kepabeanan dan cukai selain seb-

agaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean secara
selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
kemudahan kepabeanan dan cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentu- |

an peraturan perundangan-undangan yang men-
gatur mengenai manajemen risiko di TPB.

BAB I|
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 3
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(1

(2)

(3)

(4)

{5}

(6)

(7

(8)

{9

~ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan
pengusahaan PLB. :

Penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara PLB
yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudu-
kan di Indonesia.

Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan

mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan’

PLB.

Dalam 1 (satu) penyelenggaraan PLB sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1
{satu) atau lebih pengusahaan PLB.

Pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada .

ayat (1) dilakukan oleh:

a. Pengusaha PLB; dan/atau

b. PDPLB.

Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun
barang asal luar daerah pabean dan/atau barang
asal tempat {ain dalam daerah pabean guna didis-
tribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat
lain dalam daerah pabean.

Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha PLB
dapat memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi penye-
lenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam 1
{satu} izin penyelenggaraan dan/atau pengusa-
haan PLB.

PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat {5) ha-
rus berbentuk badan usaha.

Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) diatur dengan peraturan perundang-un-
dangan di bidang perpajakan.

{(10) Terhadap Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaima-

{1

(2)

na dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan
dan pengawasan berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 4
Kegiatan menimbun barang di dalam PLB seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) di-
berikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal pemasukan ke PLB.
Jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama

3 (tiga) tahun dalam ‘hal barang yang ditimbun
dalam PLB merupakan barang untuk keperluan:
a. operasional minyak dan/atau gas bumi;

b. pertambangan;

{3)

(4)

{5}

(1)

c. industri tertentu; atau

d. industri lainnya dengan izin Kepala Kantor Pa-
bean dengan mempertimbangkan alasan dan
bukti yang mendukung.

Pengusaha PLB atau PDPLB menyampaikan pem-

beritahuan perpanjangan jangka waktu timbun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

ayat (2) huruf b, dan ayat {2) huruf c kepada Ke-

pala Kantor Pabean.

industri tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf c meliputi:

a. Industri penerbangan;

Industri perkapalan;

Industri kereta api;

Industri pertahanan keamanan; dan/atau

Industri pertanian, perikanan, dan/atau peter-

nakan.

Tanggal pemasukan barang ke PLB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal

pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean

pemasukan barang ke PLB.

® o0 o

Pasal 5

Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah pa-

bean dan/atau barang yang berasal dari tempat

Jain dalam daerah pabean di dalam PLB dapat dis-

ertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan seder-

hana yaitu: :

pengemasan atau pengemasan kembali;

penyortiran;

standardisasi (quality control);

penggabungan {kitting),

pengepakan; i

penyetelan;

konsolidasi barang tujuan ekspor;

penyediaan barang tujuan ekspor;

pemasangan kembali dan/atau perbaikan;

maintenance pada industri yang bersifat strat-
egis, termasuk pengecatan (painting);

k. pembauran {(blending);

I. pemberian label berbahasa Indaonesia;

m. pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda
pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cu-
kai;

n. pelelangan barang modal asal luar daerah pa-

~Te "0 a0 oo

—

bean;
0. pameran barang impor dan/atau asal tempat
lain dalam daerah pabean;
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| (2)

p. pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis
terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan
pembatasan impor dan/atau ekspor;

g. pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keteran-
gan Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait
dalam rangka impor dan/atau ekspor; dan/
atau

r. kegiatan sederhana lainnya vyang dapat
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bukan merupakan kegiatan pengolahan

{manufacture} yang menghasilkan produk baru

vang memiliki sifat, karakteristik, dan/atau fungsi

yang berbeda dari barang asal.

Pasal 6
Di dalam 1 (satu) lokasi Pengusaha PLB atau

; PDPLB hanya dapat dilakukan penimbunan jenis ba-

rang yang memiliki karakteristik sejenis dan/atau un-

tuk mendukung industri sejenis.

Pasal 7
Dalam 1 {satu) pengusahaan PLB yang diusa-

|
| hakan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB harus memi-

liki:

(1)

tujuan distribusi lebih dari 1 {satu) perusahaan;
lebih dari 1 (satu) pemasok {supplier) di luar dae-
rah pabean; dan/atau

tujuan distribusi barang ke luar daerah pabean.

Pasal 8
Barang yang ditimbun di dalam PLB dapat dimiliki
oleh:

a. Penyelenggara PLB;

b. Pengusaha PLB;

c. PDPLB;

d. Pemasok ({supplier) di luar daerah pabean;
atau

e. Orang atau badan selain sebagaimana dimak-

sud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf

d.

Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pemilik barang di dalam daerah

pabean dan/atau pemilik barang di luar daerah pa-

bean.

BAB Il
PENDIRIAN PLB

(1)

(2)

{1}

(2)

Pasal 9

Bangunan, tempat, atau kawasan yang akan

menjadi PLB harus memenuhi persyaratan paling

kurang sebagai berikut:

a. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sa-
rana pengangkut peti kemas dan/atau sarana
pengangkut lainnya;

b. mempunyai batas-batas dan luas yang jelas;

c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik |

atas barang impor dan/atau barang ekspor;
d. mempunyai tempat untuk melakukan penim-

bunan, pemuatan, pembongkaran, pemasu-

kan, dan pengeluaran barang ke dan dari luar

daerah pabean atau tempat lain dalam daerah |

pabean;
e. mempunyai tempat atau area transit untuk

barang yang telah didaftarkan pemberitahuan |

pabeannya sebelum dilakukan pengeluaran
barang, kecuali dalam hal calon PLB akan me-
nimbun barang yang mempunyai karakteristik
tertentu berupa barang cair, gas, atau sejenis-
nya; dan

f. mempunyai tata letak dan batas yang jelas |

untuk melakukan setiap kegiatan sederhana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1).

Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung-

jawab terhadap perusahaan yang pernah melaku- |
kan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau |

perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hu-
kum yang tetap tidak dapat diberikan persetujuan
sebagai Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/
atau PDPLB selama 10 (sepuluh} tahun terhitung
sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Pasal 10
Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai

PLB dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan |

menjadi Penyelenggara PLB mengajukan permo-
honan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan me-
lalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} dilampiri dengan berkas dalam bentuk soft- |
copy berupa hasil‘ scan dari dokumen asli atau |

fotokopi yang ditandasahkan dalam MPDE atau
media elektronik lainnya, berupa:

a. dokumen yang menunjukkan bahwa perusa- '
haan telah memiliki SPI yang baik dan mengisi |
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" daftar isian sesuai contoh format sebagaima-
na ditetapkan dalam Lampiran | yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini;

. dokumen yang menunjukkan bahwa perusa-
haan telah mendayagunakan Sistem Informasi
Persediaan Berbasis Komputer {IT Inventory)
dalam pengelolaan barang pada Pusat Logistik
Berikat;

. dokumen yang menunjukkan bahwa perusa- -

haan:

1. telah ditetapkan sebagai perusahaan peser-
‘ta Authorized Economic Operator (AEO)
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2. terdaftar di Bursa Efek Indonesia {terbuka);

Badan Usaha Milik Negara; atau

4. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangu-
nan paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu
meter persegi), kecuali untuk jenis barang
yang ditimbun dalam tangki penimbunan;

. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tem-

pat, bangunan, atau kawasan. yang mempun-

vai batasbatas yang jelas, termasuk didalam-

nya perjanjian sewa menyewa apabila tempat

vang bersangkutan merupakan tempat yang

disewa dari pihak lain;

. peta dan denah (layout) lokasi/tempat yang

akan dijadikan PLB;

surat izin tempat usaha, izin lokasi, atau do-

kumen sejenis;

. Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena

Pajak;

. SPT Tahunan PPh Waijib Pajak Badan Tahun

terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib

menyerahkan SPT;

dokumen lingkungan hidup berupa analisa

mengenai dampak lingkungan, Upaya Penge-

lolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL/UPL), atau surat ket-

erangan lain dari instansi teknis terkait;

akta pendirian badan usaha dan perubahan

terakhir beserta pengesahan dari pejabat yang

berwenang;

. identitas diri penanggung jawab badan usaha

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kar-

&

tu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansj -

yang berwenang;
Surat keterangan dari kantor pajak atau bukti

(3)

(4)

(5)

(6)

tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
m. Profil perusahaan yang memuat informasi
paling kurang mengenai bisnis proses yang
dilakukan atau akan dilakukar, perkiraan in-
" vestasi, jumlah tenaga kerja, dan detail keg-
‘iatan yang akan dilakukan di dalam PLB, ses-
uai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jen-
derat ini. i
Surat Permochonan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat -
sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan
penelitian kelengkapan berkas.
Dalam hal berkas permohonan sebagaimana di-
maksud pada ayat¥{1} tidak lengkap, Kepala Kan-
tor Pabean mengembalikan berkas permohonan
kepada pemohon dengan menyebutkan alasan
pengembalian.
Dalam hal berkas permohonan sebagaimana di-

. maksud pada ayat {1) lengkap, Kepala Kantor Pa-

bean:

a. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi
sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak ter- |
pisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini |
dalam bentuk softcopy dilengkapi dengan de-
nah, peta, dan foto lokasi yang telah ditan-
dasahkan Kepala Kantor Pabean atau Psjabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk;

b. membuat rekomendasi dalam bentuk softcopy
sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini: |
dan

c. mengirimkan softcopy berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, soft-
copy Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada Direktur Fasili-
tas Kepabeanan dalam jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung se-
jak berkas permohonan diterima dengan surat
pengantar yang mencantumkan daftar data

Business Mews BA49/16-5-2014




(7)

(8)

{9}
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yang dikirim. .
Pihak yang mengajukan permohonan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1} harus memaparkan
visi, misi, dan business plan perusahaan kepada
Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagai salah satu
dasar pertimbangan penilaian; .
Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Men-
teri memberikan persetujuan atau penolakan
berdasarkan manajemen risiko atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh} hari kerja
terhitung sejak softcopy berkas permohonan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ diteri-
ma secara lengkap oleh Direktur Fasilitas Kepa-
beanan;
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepa-
beanan atas nama Menteri menerbitkan kepu-
tusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB
dan izin Penyelenggara PLB sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Direktur Jenderal ini.

(10)Dalam hal permchenan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabean-
an menyampaikan-surat penolakan kepada pemo-
hon dengan menyebutkan alasan penolakan.

(11)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1

(2)

(1) dapat dilakukan melalui sistem komputer
pelayanan PLB.

Pasal 11

Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai

PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, pihak

yang akan menjadi Pengusaha PLB mengajukan

permohonan kepada Direktur Fasilitas Kepabean-
an melalui Kepata Kantor Pabean yang mengawa-
si.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilampiri dengan berkas dalam bentuk soft-

copy berupa hasil scan dari dokumen asli atau

fotokopi yang ditandasahkan dalam MPDE atau
media elektronik lainnya, berupa:

a. dokumen yang menunjukkan bahwa perusa-
haan telah memiliki SPI yang baik dan mengisi
daftar isian sesuai contoh format sebagaima-
na ditetapkan dalam Lampiran | yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini;

dokumen yang menunjukkan bahwa perusa-

haan telah mendayagunakan Sistem Informasi

Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory)

dalam pengelolaan barang pada PLB;

dokumen yang menunjukkan bahwa perusa-
haan:

1. telah ditetapkan sebagai perusahaan peser-
ta Authorized Economic QOperator (AEQ)
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2. terdaftar di Bursa Efek Indonesia (terbuka);

. Badan Usaha Milik Negara;

4. menimbun jenis barang untuk mendukung:

w

a) industri penerbangan;

b) industri perkapalan;

c) industri kereta api;

d) industri atau keperluan infrastruktur;

e) industri pertahanan keamanan;

f) industri pertanian, perikanan, dan/atau
peternakan; dan/atau

g) industri kecil dan menengah;

5. menimbun jenis barang berupa minyak,
gas, dan/atau barang lain yang ditetapkan
aleh Direktur Jenderal untuk dapat ditim-
bun di PLB dengan pengecualian batasan
luas lokasi PLB; atau

6. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangu-

nan paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu |
meter persegi), kecuali untuk jenis barang |

yang ditimbun dalam tangki penimbunan;
bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tem-
pat, bangunan, atau kawasan yang mempun-
yai batas-batas yang jelas, termasuk didalam-

nya perjanjian sewa menyewa apabila tempat :

yang bersangkutan merupakan tempat yang
disewa dari pihak lain;

peta dan denah {layout} lokasi/tempat yang _

akan dijadikan PLB;

surat izin tempat usaha, izin lokasi, atau do-
kumen sejenis dipersamakan;

surat izin usaha perdagangan atau dckumen
sejenis yang dipersamakan;

Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena
Pajak; |

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun
terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib
menyerahkan SPT;

dokumen lingkungan hidup berupa analisa
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(3)

{4)

{5)

(6)

mengenai dampak lingkungan, Upaya Penge-
lolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL/UPL), atau surat ket-
erangan lain dari instansi teknis terkait ling-
kungan hidup;

k. akta pendirian badan usaha dan perubahan
yang terakhir beserta pengesahan dari pejabat
yang berwenang;

I. identitas diri penanggung jawab badan usaha
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kar-
tu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang;

m. Surat keterangan dari kantor pajak atau bukti
tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

n. Profil perusahaan yang memuat informasi
paling kurang mengenai bisnis proses yang
dilakukan atau akan dilakukan, perkiraan in-
vestasi, detail kegiatan yang akan dilakukan di

dalam PLB, daftar jenis barang yang ditimbun, .

perkiraan volume penimbunan per tahun, daf-
tar calon supplier, daftar calon buyer disertai
status perusahaan industri atau sejenisnya,
dan jumlah tenaga kerja, sesuai cantohformat
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan

penelitian kelengkapan berkas.

Dalam hal berkas permohenan sebagaimana di-

maksud pada ayat {1) tidak lengkap, Kepala Kan-

tor Pabean mengembalikan berkas permohonan
kepada pemohon dengan menyebutkan alasan
pengembalian.

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1} lengkap, Kepala Kantor Pa-

bean: !

a. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi
sesuai contoh format sebagaimana ditetap-
kan dalam Lampiran Il yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini dalam bentuk softcopy dilengkapi
dengan denah, peta, dan foto lokasi yang

(7

(8),

(9)

telah ditandasahkan Kepala Kantor Pabean
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;

b. membuat rekomendasi dalam bentuk softco-
py sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ii
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

¢. mengirimkan softcopy - berkas permohonan |

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), soft-
copy Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada Direktur Fasili-
tas Kepabeanan dalam jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung se-
jak berkas permohonan diterima dengan surat
pengantar yang mencéntumkan daftar data
yang dikirim.
Pihak yang mengajukan permohonan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan
visi, misi, dan business plan perusahaan kepada
Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagai saiah satu
dasar pertimbangan penilaian.
Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Men-
teri memberikan persetujuan atau penolakan
berdasarkan manajemen risiko atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 10-(sepuluh) hari kerja
terhitung sejak softcopy berkas permohonan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diteri-
ma secara tengkap oleh Direktur Fasilitas Kepa-
beanan;
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepa-

- beanan atas nama Menteri menerbitkan kepu-

tusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB
dan pemberian izin Pengusaha PLB sesuai contoh
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari.

Peraturan Dlrektur Jenderal ini.

(10)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

{11

(1,

pada ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabean-
an menyampaikan surat penolakan kepada pemo-
hon dengan menyebutkan alasan penolakan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui sistem komputer
pelayanan PLB.

Pasal 12-
Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan
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(2]

menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepa-

da Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala

Kantor Pabean yang mengawasi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilampiri dengan berkas dalam bentuk soft-

copy berupa hasil scan dari dokumen asli atau

fotokopi yang ditandasahkan dalam MPDE atau
media elektronik lainnya, berupa:

a. dokumen yang menunjukkan bahwa perusa-
haan telah memiliki SPI yang baik dan mengisi
daftar isian sesuai contoh format sebagaima-
na ditetapkan dalam Lampiran | yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini;

b. dokumen yang menunjukkan bahwa perusa-
haan telah mendayagunakan Sistem {nformasi
Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory)
dalam pengelolaan barang pada PLB;

c. fotokopi kontrak penguasaan tempat, ban-
gunan, atau kawasan dengan Penyelenggara
PLB; ;

d. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan
oleh PDPLB;

e. surat izin usaha atau dokumen sejenis yang
dipersamakan;

f. Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;

g. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun
terakhir bagi perusahaan yang wajib meny-
erahkan SPT;

h. akta pendirian badan usaha dan perubahan
yang tefakhir beserta pengesahan dari pejabat
yang berwenang;

i. identitas diri penanggung jawab badan usaha
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kar-
tu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang;

j- Rekomendasi dari Penyeienggara PLB;

k. Surat keterangan dari kantor pajak atau bukti
tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

I. Profil perusahaan yang memuat informasi pal-
ing kurang mengenai bisnis proses yang di-
lakukan atau akan dilakukan, jumlah tenaga
kerja, detail kegiatan yang akan dilakukan di
dafam PLB, perkiraan investasi, daftar jenis
barang yang ditimbun, perkiraan volume pen-
imbunan per tahun, daftar calon supplier, dan
daftar calon buyer disertai status perusahaan

_____ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

{3)

(4)

(5)

(6}

(7}

(8)

industri atau sejenisnya, sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diajukan dengan menyampaikan surat
sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak |

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan
penelitian kelengkapan berkas.

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana di-

- maksud pada ayat {1) tidak lengkap, Kepala Kan-

tor Pabean mengembalikan berkas permohonan

‘kepada pemohon dengan menyebutkan alasan

pengembalian.

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) lengkap, Kepala Kantor Pa-

bean:

a. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi
sesuai contoh format sebagaimana ditetap-
kan dalam Lampiran |l yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini dalam bentuk softcopy dilengkapi
dengan denah, peta, dan foto lokasi yang
telah ditandasahkan Kepala Kantor Pabean
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;

b. membuat rekomendasi dalam bentuk softco-
py sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

¢. mengirimkan softcopy berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, soft-
copy Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada Direktur Fasili-
tas Kepabeanan dalam jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung se-
jak berkas permohonan diterima dengan surat
pengantar yang mencantumkan daftar data
yang dikirim.

Pihak yang mengajukan permohonan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan

vigi, misi, dan business plan perusahaan kepada

Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagai salah satu

dasar pertimbangan penilaian.

Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Men-
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teri memberikan persetujuan atau penolakan atas
_permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak softcopy berkas permo-
honan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
¢ diterima secara lengkap oleh Direktur Fasilitas
Kepabeanan;

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepa-
beanan atas nama Menteri menerbitkan keputu-
san mengenai izin PDPLB sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ili yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Direktur Jenderal ini.

(10}Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabean-
an menyampaikan surat penolakan kepada pemo-
hon dengan menyebutkan alasan penolakan.

{11)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui sistem komputer
pelayanan PLB.

(9)

Pasal 13
Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan
persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berdasarkan
manajemen risiko, dengan mempertimbangkan:
a. kelengkapan persyaratan fisik sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9;
b. kelengkapan persyaratan administratif seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11,

dan Pasal 12;

c. Berita Acara dan rekomendasi dari Kepala Kantor
Pabean;

d. pemaparan visi, misi, dan business plan perusa-
haan;

e. roadmap atau rencana pengembangan industri

terkait dari intansi teknis terkait; dan

analisa dampak ekonomi (economic impact}yang

| dihasilkan dari pemberian izin PLB yang bersang-

! kutan, yang dituangkan dalam score/penilaian
dalam format sebagaimana tercantum daiam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14
| {1) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau
! PDPLB harus menyampaikan pemberitahuan se-

cara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang

mengawasi tentang saat akan dimulainya keg- :

iatan PLB. ;

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ménjadi dasar bagi Kepala Kantor Pabean un-
tuk:

(2)

a. memberikan akses kepada Penyelenggara |

PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB terha-
dap Sistern Komputer Pelayanan; daﬁlatau '

b. menugaskan Pejabat untuk melakukan keg-
iatan pelayanan dan/atau pengawasan.

Pasal 15
Jangka waktu izin Penyelenggara PLB, Pen-
gusaha PLB, dan/atau PDPLB berlaku untuk waktu
yang tidak terbatas sampai dengan:
a. izin usaha sudah tidak berlaku lagi;
b. " bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah
tidak berlaku lagi; dan/atau

¢c. izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/

atau PDPLB dicabut.

BAB IV
PERUBAHAN IZIN PLB
: Pasal 16
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB
wajib mengajukan permohonan perubahan data
izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PD-
‘PLB kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan yang
dapat disampaikan melalui Sistem Komputer
Pelayanan PLB.
Perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan secara manual, dalam
hal: i ‘

(1)

(2)

a. Kantor Pabean belum menerapkan Sistem |

Komputer Pelayanan PLB; )
b. penerapan Sistem Komputer Pelayanan PLB
belum dapat ditakukan; atau
c. keadaan kahar.
(3}
(1) dilampiri dokumen yang mendukung data
yang dilakukan perubahan. i
Datam hal perubahan izin PLB merupakan penam-
bahan Iokasi PLB pada alamat yang berbeda,
ketentuan luas lokasi tanah dan/atau bangunan

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat |

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) |

huruf ¢ angka 4, dan Pasal 11 ayat (2) huruf c
angka 6 tidak diberlakukan.
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(5)

(1)

(2)

(3)

Surat permohonan secara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan per-
setujuan atau penolakan permohonan peruba-
han data yang diajukan melalui Sistem Komputer
Pelayanan PLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima. y

Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan per-
setujuan atau penclakan permohonan perubahan
data yang diajukan menggunakan surat permo-

_honan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pas-

al 16 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh} hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima.

Persetujuah perubahan data sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
PEMASUKAN BARANG KE PLB
Pasal 18

Pemasukan barang ke PLB dapat dilakukan dari:

o 000w

{1}

(2)

luar Daerah Pabean;

TPB lainnya;

tempat lain dalam daerah pabean;

KEK;

Kawasan Bebas; dan/atau

Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undan-
gan.

Pasal 19

Terhadap barang yang dimasukkan ke PLB seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 18 waijib dilaku-
kan pembongkaran (stripping) dari peti kemas.
Pembangkaran (stripping} sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan segera setelah barang di-
masukkan ke PLB dengan mengacu kepada pros-
es bisnis perusahaan.

"PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH ___

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

{5}

(6)

(7

Kewajiban pembongkaran {stripping) sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau

b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala
Kantor Pabean dengan mempertimbangkan
profil risiko perusahaan.

Pasal 20
Pemasukan barang dari luar daerah pabean ke
PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
a yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Ma-
suk dan tidak dipungut PDRI dilakukan dengan
menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean
Pengeluaran Barang dari Kawasan Pabean Untuk
Ditimbun di PLB.
Pemberitahuan Pabean Pengeluaran Barang dari
Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di PLB seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh:
a. Penyelenggara PLB;
b. Pengusaha PLB;
c. PDPLB; atau
d. Penyelenggara Pos.
Pemberitahuan Pabean Pengeluaran Barang dari
Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di PLB yang
disampaikan oleh Penyelenggara PLB sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) huruf a terbatas hanya
untuk Barang Modal untuk keperluan pengusa-
haan di PLB yang bersangkutan seperti torklift,
generator set, crane, dan sejenisnya.
Atas perpindahan barang dari Kawasan Pabean
ke PLB dilakukan pemasangan tanda pengaman
elektronik {eseal).
Dalam hal tanda pengaman elektronik (e-seal) se-
bagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak dapat
diterapkan, Kepala Kantor Pabean dapat mem-
berikan persetujuan untuk penggunaan tanda
pengaman lainnya dengan mempertimbangkan
profil risiko perusahaan, risiko barang, dan/atau
risiko lain.
Ketentuan pemasangan tanda pengaman seb-

agaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat {5) ti- |

dak berlaku dalam hail perpindahan barang secara
nyata tidak dapat dilakukan pemasangan tanda
pengaman seperti perpindahan barang melalut
saluran pipa, ban berjalan {conveyor beli),- dan
sejenisnya. ‘

Tata cara pemasukan barang dari luar daerah pa-
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| {1}

{2)

(3)

(4)

(5)

bean ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal
mengenai tata laksana pengeluaran barang dari
Kawasan Pabean untuk ditimbun di PLB.

Pasal 21
Pemasukan barang dari PLB lain atau dari TPB
lain ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf b ditakukan dengan menggunakan do-

 kumen pemberitahuan pengeluaran barang un-
tuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke |

Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
Perpindahan barang dari lokasi PLB ke lokasi PLB
lain yang masih dalam 1 {satu) izin PLB dilakukan
dengan menggunakan dokumen pemberitahuan
perpindahan barang antar tempat penimbunan
dalam satu PLB.

Dokumen pemberitahuan perpindahan barang
antar tempat penimbunan dalam satu PLB seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Direktur Jenderal ini.

Atas perpindahan barang dari PLB lainnya atau
dari TPB lainnya ke PLB sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan perpindahan barang dari lokasi
PLB ke lokasi PLB lainnya yang masih dalam 1
(satu) izin PLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan pemasangan tanda pengaman den-
gan tanda pengaman elektranik (e-seal).

Dalam hal tanda pengaman elektronik {e-seal) se-

- bagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat

(6)

{7)

diterapkan, Kepala Kantor Pabean dapat mem-

berikan persetujuan untuk penggunaan tanda

pengaman lainnya dengan mempertimbangkan
profil risiko perusahaan, risiko barang, dan/atau
risiko lain. ]

Ketentuan pemasangan tanda pengaman seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ti-
dak berlaku dalam hal perpindahan barang secara
nyata tidak dapat dilakukan pemasangan tanda
pengaman seperti perpindahan barang melalui
saluran pipa, ban berjalan (conveyor belt), dan
sejenisnya.

Tata cara pemasukan barang dari PLB lainnya
atau dari TPB lainnya ke PLB sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIl yang merupakah bagian tidak

{8)

(1}

(2)

(3)

(4}

(5)

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Tata cara perpindahan barang dsri lokasi PLB ke
lokasi PLB lainnya yang masih dalam 1 {satu) izin
PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

Pemasukan barang dari tempat lain dalam dae-

rah pabean ke PLB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf ¢ hanya dapat dilakukan terhadap:

a. barang untuk mendukung barang asal luar
daerah pabean yang ditimbun di PLB;

b. barang yang secara lazim dibutuhkan untuk
mendukung kegiatan sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1});

c. barang untuk tujuan ekspor dalam rangka |
konsolidasi ekspor atau penyediaan barang |
ekspor; dan/atau

d. barang untuk tujuan khusus di tempat lain
dalam daerah pabean.

Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah

pabean ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan menggunakan dokumen

pemberitahuan pemasukan barang asal tempat

lain dalam daerah pabean ke TPB.

Atas pemasukan barang dari tempat lain dalam

daerah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor, pe- |

menuhan ketentuan ekspor dapat diselesaikan
pada saat pemasukan barang dari tempat lain
dalam daerah pabean ke PLB.

Pemasukan barang dari tempat lain dalam dae-

rah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor yang

pemenuhan ketentuan ekspornya dilakukan pada
saat ‘pemasuka_n barang dari tempat lain dalam
daerah pabean ke PLB sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) dilakukan dengan menggunakan
dokumen pemberitahuan pabean pemasukan ba-
rang asal tempat lain dalam daerah pabean ke
PLB dengan tujuan ekspor.

.Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terkena pungutan bea keluar, pem-
bayaran pungutan bea keluar dilakukan pada saat
pemasukan barang ke PLB berdasarkan dokumen |
Pemberitahuan pabean pemasukan barang asal
tempat lain dalam daerah pabean ke PLB dengan
tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
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(7)

(4}.

Tata cara pemasukan barang dari tempat lain
dalam daerah pabean ke PLB dengan tujuan
ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dia-
tur dengan peraturan Direktur Jenderal menge-
nai tata laksagna pemasukan barang dari tempat
lain dalam daerah pabean ke PLB dengan-tujuan
ekspor.

Tata cara pemasukan barang dari tempat lain
datam daerah pabean ke PLB sebagaimana dimak-
sud pada a\'rat {1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23
Pemasukan barang dari KEK ke PLB seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undan-
gan yang mengatur mengenai KEK.

(nm

- (2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 24 .
Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke PLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e
ditekukan dengan menggunakan dokumen pem-
beritahuan pabean pengeluaran barang dari Ka-
wasan Bebas ke TPB yang diajukan oleh Pen-
gusaha yang telah mendapat izin usaha dari
Badan Pengusahaan Kawasan Bebas.
Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sampai
ke PLB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh). hari terhitung sejak barang dikeluarkan
dari Kawasan Bebas.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pabean
yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan
penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undan-
gan.
Atas perpindahan barang dari Kawasan Bebas ke
PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaku-
kan pemasangan tanda pengaman elektronik (e-
seal}.

Dalam hal tanda pengaman elektronik {e-seal) se--

bagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
diterapkan, Kepala Kantor Pabean dapat mem-
berikan persetujuan untuk penggunaan tanda
pengaman lainnya: dengan mempertimbangkan

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

PENGUMLUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

profil risiko perusahaan, risiko barang, dan/atau
risiko lain.

Ketentuan pemasangan tanda pengaman seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ti-
dak berlaku dalam hal perpindahan barang secara
nyata tidak dapat dilakukan pemasangan tanda
pengaman seperti perpindahan barang melalui
saluran pipa, ban berjalan (conveyor belt), dan
sejenisnya.

Tata cara pemasukan barang dari Kawasan Be- :

bas ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

; BAB VI
PENGELUARAN BARANG DARI PLB
: Pasal 25 :

Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di

PLB dapat dikeluarkan untuk:

a. mendukung kegiatan industri di Kawasan
Berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan
ekonomi lainnya yang ditetaffkan oleh pemer-
intah sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. mendukung kegiatan industri di tempat lain
dalam daerah pabean;

c. dimasukkan ke TPB lainnya;

d. diekspor;

e. mendukung kegiatan industri yang mendapat
fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan
Bea Masuk, dan/atau pengembalian Bea Ma-
suk berdasarkan ketentuan perundang-undan-
gan di bidang kepabeanan;

f. mendukung kegiatan industri yang mendapat

. fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

g. mendukung kegiatan distribusi dan ketersedi-

aan barang-barang tertentu di dalam negeri; |

dan/atau
h. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah
{IKM) di tempat lain dalam daerah pabean.
Barang asal tempat lain dalam daerah pabean
yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk:
a. diekspor; dan/atau
b. tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pa-
bean.
Barang-barang tertentu untuk mendukung keg-
iatan distribusi dan ketersediaan di dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yai-
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(4)

(1)

(2)

(3)

34

tu:

a. barang keperluan industri yang tidak bisa diim-
por langsung oleh perusahaan industri karena
adanya ketentuan pembatasan impor, seperti
bahan peledak untuk industri pertambangan;
dan/atau .

b. -barang yang secara nyata mempengaruhi bi-

aya produksi bagi industri di dalam negeri,.

meskipun peredaran barang tersebut tidak se-
mata-mata-untuk perusahaan industri, yaitu:
1. bahan bakar minyak;

2. listrik;
3. gas; : P
4. barang untuk keperluan proyek pembangu-

nan infrastruktur; dan
5. barang untuk keperluan industri pertam-
bangan, minyak, dan gas.
Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf e, vaitu: '
a. operasional minyak dan/atau gas bumi;
b. operasional pertambangan;
c. kegiatang industri tertentu sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 ayat (4);
d. dipamerkan;
e. dilelang; dan/atau
f. tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi
bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kan-
tor Pabean.

Pasal 26

Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari
PLB untuk mendukung industri di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf a hanya dapat ditujukan kepada pengusaha
yang telah mendapat izin usaha industri atau se-
jenisnya dari Badan Pengusahaan Kawasan Be-
bas. )

Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari
PLB untuk mendukung industri di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahu-
kan dengan dokumen pemberitahuan impor ba-
rang dari PLB.

Dokumen pembaritahuan impor barang dari PLB
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disampai-
kan oleh pengusaha yang telah mendapat izin
usaha industri atau sejenisnya dari Badan Pen-

gusahaan Kawasan Bebas dengan mendapatkan |

(4)

(5}

(1)

(2)

{1)

(2)

{3)

{4)

pembebasan Bea Masuk.

Dalam hal barang dari PLB tidak sampai ke Ka-
wasan Bebas dalam jangka waktu 30 (tiga pu-
luh} hari terhitung sejak barang dikeluarkan dari

PLB, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi PLB

melakukan penagihan Bea Masuk dan PDRI yang
terutang sesuai ketentuan peraturan perundan-
gan-undangan.

Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah
pabean dari PLB untuk mendukung industri di Ka-
wasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} adalah sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran Xil yang merupakan )bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 27

Pengetuaran barang asal luar daerah pabean |
dari PLB untuk mendukung industri di KEK sebagaima- |
na dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1} huruf a dilaku- |
kan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang mengatur mengenai KEK.

Pasal 28
Pengeluaran barang dari PLB ke luar dae[ah pa-

bean dilakukan dengan menggunakan dokumen |
Pemberitahuan Ekspor Barang yang diajukan oleh |

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
Atas pengeluaran Barang dari PLB ke luar daerah
pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber-
laku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 29
Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari
PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dilaku-
kan menggunakan dokumen pemberitahuan im-

. por barang dari PLB.

Dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai-
kan oleh importir, yaitu pihak yang mengeluarkan
barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai atau
diimpor sementara.

Penyelenggara PLB dapat bertindak sebagai im- '

portir dalam rangka mengeluarkan barang modal
untuk keperluan pengusahaan PLB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3} yang telah
dipakai lebih dari 2 (dua) tahun di dalam PLB, dari
PLB ke TLDDP untuk diimpor untuk dipakai.

Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean
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(5)

(n

(2)

(3)

(1}

(2)

dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilakukan pemeriksaan pabean. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan

b. berlaku ketentuan kepabeanan di bidang im-
por. \

Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah

pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pa-

bean sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai

ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana

pengeluaran barang impor dari PLB untuk impor

untuk dipakai. )

Pasal 30
Pengeluaran barang asal tempat lain dalam dae-
rah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah
pabean dilakukan menggunakan dokumen pem-
beritahuan pengeluaran kembali barang asal tem-
pat lain dalam daerah pabean dari TPB.
Dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali
barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari
TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disam-
paikan oleh:
a.. Penyelenggara PLB;
b. Pengusaha PLB; atau
c.- PDPLB.
Tata cara pengeluaran barang asal tempat lain
dalam daerah pabean dari PLB ke tempat lain
dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BARANG CONTOH

Pasal 31 \
Pengusaha PLB atau PDPLB dapat memasukkan
barang contoh yang diimpor secara khusus seb-
agai contoh atau prototype untuk pengerjaan:
a. kegiatan sederhana di dalam PLB; dan/atau
b. industri di tempat lain dalam daerah pabean.
Pengusaha PLB atau PDPLB dapat mengeluar-
kan barang contoh yang diimpor secara khi.lsds
sebagai contoh atau prototype sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) untuk mendukung indus-
tri di dalam daerah: pabean dengan diperlakukan
sebagai impor barang contoh sesuai ketentuan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(3)

{1)

(2)

{3)

perundang-undangan.

Barang contoh sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi
atau untuk pengembangan praduk baru;

b. dengan jumlah, jenis, merek, madel, dan tipe
berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pa-
bean;

¢. bukan merupakan barang untuk diolah lebih
tanjut kecuali untuk penelitian dan pengem-
bangan kualitas; dan

d. tidak untuk dipindahtangankan, dijual, 'atau
dikonsumsi di tempat lain dalam daerah pa-

bean.
BAB VIit -
PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN
Pasal 32

Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean

untuk ditimbun di PLB:

a. diberikan penangguhan Bea Masuk;

b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau

c. tidak dipungut PDRI.

Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam

daerah pabean ke PLB yang ditujukan untuk:

a. ekspor dalam rangka konsolidasi ekspor atau
penyediaan barang ekspor;

b. tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (4); dan/atau

c. mendukung kegiaian sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN}

atau Pajak Pertambahan Nilai {PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Barang yang dimasukkan dari PLB lainnya ke PLB,
berupa:
a. barang asal luar daerah pabean:
1. diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. tidak dipungut PDRI;
3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
4, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM);

b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, |

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
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(4)

(5)

(8)

(7)

(8)

Barang yang dimasukkan dari TPB selain PLB ke

PLB, berupa:

a. barang asal luar daerah pabean:

1. diberikan penangguhan Bea Masuk;

2. tidak dipungut PDRI;

3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau

4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM);

b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean,
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai {PPN)
atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN} dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM}.

Barang yang dimasukkan dari KEK, Kawasan Be-

bas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetap-

kan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-
undangan, ke PLB, berupa:

a. barang asal luar daerah pabean:

1. diberikan penangguhan Bea Masuk;

2. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka impor;

3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau

4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN} atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN}
dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
(PPnBM). -

b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean,
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN}
atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnRBM).

Barang asal luar daerah pabean yang dimasuk-

kan dari tempat lain dalam daerah pabean oleh

pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/

atau perpajakan ke PLB yang ditujukan untuk tu-

juan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal

25 ayat (4):

a. diberikan penangguhan Bea Masuk;

b. tidak dipungut PDRI; ‘

¢. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau

d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
atau Pajak Pertambahan Nilai {PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4}, ayat {b), dan ayat (6)

termasuk barang untuk keperluan pengusahaan

PLB. 7

Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1),

ayat (2), ayat (3}, ayat {4), ayat (), dan ayat (6}

(1)

(2)

(3)

(4},

{n

tidak termasuk:

a. barang modal untuk konstruksi PLB;

b. barang modal dan/atau peralatan untuk pem- |
bangunan dan/atau perluasan PLB; '

¢. peralatan kantor; dan

d. barang untuk dikonsumsi di PLB

Pasal 33
Barang asal luar daerah pabean yang dikeluarkan
dari PLB ke tempat fain dalam daerah pabean den-
gan tujuan diimpor untuk dipakai:
a. dilunasi Bea Masuk;
b. dipungut PDRI; dan/atau
¢. dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai.
Pengeluaran barang asal luar daerah pabean yang
dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam dae-
rah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan impor untuk dipakai yang menjadi ob-
iek pemungutan PDRI, dan tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan |
Nilai (PPN} dan Pajak Penjualan atas Barang Me-
wah penyerahan dalam negeri (PPnBM]).
Barang asal luar daerah pabean yang dikeluarkan |
dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean den-
gan tujuan kepada pihak yang mendapat fasilitas |
kepabeanan dan/atau perpajakan diberikan fasili-
tas kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai den-
gan ketentuan perundang-undangan. -
Barang asal tempat lain dalam daerah- pabean
yang dikeluarkan kembali dari PLB ke tempat lain |
dalam daerah pabean diberlakukan ketentuan
perpajakan sesuai‘dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB IX
TARIF DAN NILAI PABEAN
Pasal 34
Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari |
PLB ke ‘tempat lain dalam daerah pabean dike-
nakan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, yang |
dihitung dengan ketentuan:
a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:

1. nilai pabean berdasarkan nilai transaksi
pada saat pengeluaran barang dari PLB ke
tempat lain dalam daerah pabean;

2. klasifikasi yang berlaku atas barang pada
saat pengeluaran dari PLB ke tempat lain
dalam daerah pabean; dan
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(2)

{3)

P
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3. pembebanan yang berlaku pada saat pem-
beritahuan pabean impor didaftarkan;

b. Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang ber-
laku; dan/atau ¥

c. PDRI berdasarkan:

1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Im-
por didaftarkan; dan

2. nilai impor yang berlaku pada saat barang
impor dikeluarkan dari PLB. :

Nilai transaksi sebagai dasar nilai pabean seb-

agaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a angka

1 merupakan: ‘

a. - harga yang sebenarnya dibayar atau seharus-
nya dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam
daerah pabean kepada penjual di luar daerah
pabean atau kepada pemilik barang, dalam
hal barang yang ditimbun di PLB bukan mifik
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PD-
PLE; atau

b. harga yang sebenarnya dibayar atau seharus-
nya dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam
daerah pabean kepada Penyelenggara PLB,
Pengusaha PLB, atau PDPLB, dalam hal ba-
rang yang ditimbun di PLB milik Penyeleng-
gara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.

Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf ¢ angka 2 diperaleh dari penjumlahan nilai

pabean pada saat dikeluarkan dari PLB ditambah

. Bea Masuk dan/atau Cukai.

{4

(1)

(2)

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM)
untuk menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau

PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber-

laku sesuai dengan ketentuan yang mengatur
mengenai pengeluaran barang impor untuk dipak-
ai.

Pasal 35 k
Dalam hal barang yang dikeluarkan dari PLB ke
tempat lain dalam daerah pabean mengandung
kandungan barang impor dan barang asal tem-
pat lain dalam daerah pabean hasil dari kegiatan
sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1), Bea Masuk dan PDRI dihitung berdasar- |

kan persentase kandungan barang impor yang
terkandung pada barang campuran dimaksud.
Persentase kandungan barang impor yang terkan-
dung pada barang campuran sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dihitung dari nilai barang.

ERATURAN PEMERINTAH

(3)

Atas barang asal tempat lain dalam daerah pa-
bean yang terkandung pada barang camipuran se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1) yang dikeluar-
kan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Per-
tambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

“Mewah sesuai ketentuan perpajakan yang ber-

laku berdasarkan persentase kandungan barang
asal tempat lain dalam daerah pabean tersebut.

Pasal 36
Pengeluaran barang sisa dari kegiatan seder-

hana di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) berupa waste/scrap ke tempat lain dafam
daerah pabean:

a.

b.

{(n

(2}

i

12)

dikenakan bea masuk sebesar:

1. 5% {lima persen) dikalikan harga jual, apabila
tarif bea masuk umum (Most Favoured Na-
tion) waste/scrap 5% (lima persen) atau lebih;
atau I

2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila
tarif bea masuk.umum (Most Favoured Na-
tion) waste/scrap kurang dari 5% (lima pers-
en); dan

dikenakan PDRI yang dihitung berdasarkan harga

jual. ‘

Pasal 37

_Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ke-

tentuan impor yang berlaku, Pejabat melakukan
peneglitian terhadap tarif dan nilai pabean ber-
dasarkan manajemen risiko.

Tata cara penelitian tarif dan nilai pabean seb-

. agaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai keten-

tuan yang mengatur mengenai tarif dan/atau nilai
pabean.

BAB X
PEMUSNAHAN BARANG
" Pasal 38
Pengusaha PLB atau PDPLB dapat melakukan pe-

‘'musnahan atas barang-barang yang busuk dan/

atau kadaluwarsa.

Untuk melakukan pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), Pengusaha PLB atau
PDPLB harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kepala Kantor Pabean dengan
melampirkan daftar rincian barang yang akan
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

dimusnahkan dengan mencantumkan dokumen
pemasukan.

Pengusaha PLB atau PDPLB harus menyebutkan
alasan pemusnahan, cara pemusnahan, dan loka-
si pemusnahan di dalam permohonan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Kepala Kantor Pabean melakukan
penelitian dan memberikan persetujuan atau pe-
nolakan dalam jangka waktu paling lama 5 {(lima)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap.

Dalam hal permchonan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) disetujui, Kepala Kantor Pabean
menerbitkan surat persetujuan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pabean me-
nyampaikan surat penolakan dengan menyebut-
kan alasan penolakan.

Pasal 39

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dilakukan dibawah pengawasan
Petugas Bea dan Cukai dan dibuatkan berita aca-
ra pemusnahan.

Dalam hal pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di luar lokasi PLB yang
bersangkutan, atas pengeluaran barang yang
akan dimusnahkan ke lokasi pemusnahan dilaku-
kan pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai.

BAB XI
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB,
DAN LARANGAN
Pasal 40

Ppn\}elenggara PLB waijib:

a.

memasang tanda nama perusahaan serta no-
mor dan tanggal izin sebagai Penyelenggara PLB
pada tempat yang dapat dilihat dengah jelas oleh
umum;

menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasili-
tas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk
menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas
yvang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti
forklift, timbangan digital, atau alat sejenisnya;
menyediakan sarana dan prasarana untuk peny-
elenggaraan pertukaran data secara elektronik

untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi
oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Per-
tukaran Data Elektronik (PDE);

mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan
Berbasis Kamputer (IT Inventory) dalam pengelo-
taan barang pada PLB;

melakukan pencatatan secara realtime dan online
pada Sistem informasi Persediaan Berbasis Kom-
puter (IT Inventory} atas pemasukan dan penge-
lyaran barang dari dan ke PLB;

memasang Closed Circuit Television (CCTV)
yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara real-

time dan online serta memiliki data rekaman pal- |

ing singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat
memberikan gambaran mengenai pemasukan dan
pengeluaran barang;

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prin-

sipprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indo- |

nesia;

mengajukan perubahan (update) data dalam hal

terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
memberikan akses terhadap data dan dokumen
seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam
rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai; dan i
menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direk-
torat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 41

Pengusaha PLB dan PDPLB wajib:

a.

e.

memasang tanda nama perusahaan serta nomaor
dan tanggal izin sebagai Pengusaha PLB atau PD-
PLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas
oleh umum;

mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan
Berbasis Komputer (T Inventory) dalam pengelo-
laan barang pada PLB; '

menyediakan sarana dan prasarana untuk peny-
elenggaraan pertukaran data secara elektronik
untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi
oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Per-
tukaran Data Elektronik {(PDE);

melakiikan pencatatan secara realtime dan online
pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Kom-
puter (IT Inventory) atas pemasukan dan penge-
luaran barang dari dan ke PLB;

memasang Closed Circuit Television (CCTV)

Business News 8849/16-5-2016




(1)

yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara real-
time dan online serta memiliki data rekaman pal-
ing singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat
memberikan gambaran mengenai pemasukan dan
pengeluaran barang;

memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang dit-
imbun berupa Barang Kena Cukai (BKC};
melakukan pencacahan (stock opname) terhadap
barang-barang yang ditimbun di PLB, bersama
dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean
yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pen-
cacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1
{satu) tahun;

menyimpan dan menatausahakan barang yang
ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat
diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan
dan pengeluaran sediaan barang secara siste-
matis secara elektronik, serta posisinya apabila
dilakukan pencacahan (stock opname);
menyimpan dan memelihara dengan baik buku
dan catatan serta dokumen yang berkaitan den-
gan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
{sepuluh} tahun;

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prin-

sipprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indo-
ne'sia;

mengajukan perubahan (update) data dalam hal
terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
memberikan akses terhadap data dan dokumen
seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam
rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai; dan

menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direk-
torat Jenderal Bea dan Cukai. -

Pasal 42

Sistem informasi persediaan berbasis komputer
(IT Inventory} sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 40 huruf e dan Pasal 41 huruf b paling kurang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. dipergunakan untuk melakukan pencatatan:

1. pemasukan barang;

2. pengeluaran barang;

3. penyesuaian (adjustment); dan

4. hasil pencacahan (stock opname};”

secara kontinu dan realtime di PLB yang ber-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

sangkutan.

b. harus dibuat sedemikian rupa sehingga meng-
hasilkan laporan berupa:

1. laporan pemasukan barang per dokumen
pabean dengan menampilkan data paling
kurang:

a) Jenis, nomor, serta tanggal dokumen |
pabean pemasukan barang;

b) Nomor dan tanggal bukti penerimaan
barang di perusahaan; .

¢) Nama pemasok atau pengirim barang;

d) Nama pemilik barang; |

e} Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 5
barang; dan

f) Nilai barang.
2. laporan pengeluaran barang per dokumen
pabean dengan menampilkan data paling
kurang: b
a} Jenis, nomor, serta tanggal. dokumen
pabean pengeluaran barang;

b) Nomar dan tanggal bukti pengeluaran
barang di perusahaan;

c) Nama pembeli atau penerima barang;

d) Nama pemilik barang;

e) Kode barang, jumlah, satuan, dan nama
barang; dan

f} Nilai barang.

3. laporan pertanggungjawaban mutasi ba-
rang dengan menampilkan data paling
kurang: :

a) Kode barang, jumlah, satuan, dan nama
barang;

b) Jumlah Saldo awal;

¢) Jumlah Pemasukan;

d) Jumlah Pengeluaran;

e) Penyesuaian {Adjusment);

f) Saldo Akhir;

g} Hasil pencacahan (stock opname);

h} Selisih; dan

i} Keterangan.

c. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran
kegiatan pengguna;

d. harus bisa diakses secara online dari Kantor
Pabean dan dari Kantor Pajak serta memberi-
kan data yang terkini {realtime) ketika diakses_
oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pejabat Pajak;

e. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh crang

yang memiliki akses khusus (authorized ac-
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cess);

f. perubahan pencatatan dan/atau perubahan
data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai
dengan kewenangannya; dan

g. harus dapat menggambarkan keterkaitan den-
gan dokumen kepabeanan dengan mencan-

tumkan data jenis, nomor, dan tanggal pem- |

beritahuan pabean.

{2} Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat
dilakukan oleh Kantor Pabean sebatas:

a. membaca laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pe-
jabat Bea dan Cukai yang secara khusus di-
berikan hak akses oleh Pengusaha PLB atau
PDPLB; dan

b. mengunduh (download} data laporan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 43
Ruangan, sarana kerja, bagi Petugas Bea dan

| Cukat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf ¢

paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas
pengeluaran dan pemasukan barang;

| b. sarana dan prasarana lainfiya untuk menunjang

pelaksanaan pekerjaan; dan

c. adanya perangkat komputer yang terkoneksi den-

gan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Kom-
puter {IT Inventory) Perusahaan dan adanya jarin-
gan komunikasi {internet).

Pasal 44
{1} Sebelum melakukan pencacahan {stock opname)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g,
Pengusaha PLB atau PDPLB harus menyampai-
kan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepa)a
Kantor Pabean. '

| {2) Pengawasan dari Kantor Pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) berdasarkan manajemen
risiko.

(3) Pencacahah (stock opname)} sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dibuatkan berita acara sesuai

contoh format sebagaimana tercantum dalam |

Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan
ditandatangani oleh Pengusaha PLB atau PDPLB

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai.

Hasil pencacahan (stock opname) sebagaime_ma
dimaksud pada ayat (1) dan berita acara seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Kepala Kantor Pabean dengan mencan-
tumkan hasil pencacahan (stock opname) pada
kolom yang telah disediakan.

Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitun-
gan persediaan barang PLB selanjutnya.

Pasal 45
Penyelenggara PLB bertanggung jawab terhadap:
a. Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang teru-
tang atas barang yang dimasukkan dari luar

daerah pabean untuk keperluan penyelengga- |
raan PLB yang berada atau seharusnya berada |

di PLB; dan

b. . Cukai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai {PPN)
atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN} dan Pa-
jak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
yang terutang atas barang yang dimasukkan
dari tempat lain dalam daerah pabean untuk
keperluan penyelenggaraan PLB yang berada
atau seharusnya berada di PLB.

Pengusaha PLB atau PDPLB bertanggung jawab |

terhadap:

a. Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang teru-
tang atas barang yang dimasukkan dari luar
daerah pabean yang berada atau seharusnya
berada di PLB; dan

b. Cukai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah {PPnBM) vang
terutang atas barang yang dimasukkan dari
tempat lain dalam daerah pabean yang berada
atau seharusnya berada di PLB.

Dalam hal PDPLB tidak dapat mempertanggung

jawabkan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Pa-

jak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertamba-
han Nilai {PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah {PPnBM) yang terutang sebagaimana di-

maksud pada ayat {2) karena PDPLB tidak dite-

mukan, Penyelenggara PLB harus bertanggung
jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/
atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN} atau Pajak

Pertambahan Nilai (PPN} dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah {(PPnBM) yang terutang atas ba-
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rang yang berada atau seharusnya berada di PLB.

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB

dibebaskan dari tanégung jawab atas Bea Masuk,

Cukai, dan/atau PDRI yang terutang, dalam hal

barang:

a. musnah tanpa sengaja;

b. diekspor dan/atau diekspor kembali;

¢. diimpor untuk dipakai dengan diselesaikan ke-
wajiban pabean, cukai, dan perpajakan;

d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat
lainnya;

e, dikeluarkan ke Kawasan Bebas;

f. dikeluarkan ke KEK;

g. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
dan/atau

h. dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat

 Bea dan Cukai. I

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (3}, Pe-

nyelenggara PLB harus membuat surat pernyata-

an mengenai kesanggupan untuk mempertang-

gungjawabkan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang

terutang di PLB.

Pertanggungjawaban Cukai sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1), ayat {2), dan ayat (3) sesuai

dengan ketentuan yang mengatur mengenai cu-

kai.

Pasal 46
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau

PDPLB, dilarang:

a.

memasukkan barang untuk ditimbun di PLB se-

lain:

1. barang untuk tujuan pengeluaran yang diper-
bolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25;

.2. barang untuk keperluan pengusahaan PLB se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7)

dan/atau barang modal dan peralatan kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
{8); dan/atau

3. barang contoh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31.

memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor

atau diekspor; dan/atau

mengeluarkan barang dengan tujudn yang berbe-

da dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB.

BAB Xl

A1)

(2)

(1}

{2)

(3)

(4)

PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal 47
Penyampaian:

a. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke :

PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1), Pasal 21 ayat (1}, Pasal 22 ayat (2),
Pasal 23, Pasal 24 ayat (1);

b. pemberitahuan pabean pengeluaran barang
dari PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal
29 ayat (1); dan/atau

¢. pemberitahuan perpindahan barang seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),

harus dilakukan melalui sistem Pertukaran |

Data Elektronik (PDE).
Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dis-
ampaikan secara manual, dalam hal: ;i

a. Kantor Pabean belum menerapkan ketentuan |

sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);

b. penerapan Pertukaran Data Elektronik (PDE)
belum dapat dilakukan; atau

¢. kondisi kahar.

Pasal 48

Pemberitahuan Pabean- dan/atau pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diajukan

untuk setiap transaksi pengeluaran barang.

Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dis-

ampaikan secara berkala atau periodik untuk:

a. barang vyang dimasukkan atau dikeluarkan
menggunakan saluran pipa, jaringan transmi-
si, ban berjalan (conveyor belt}, dan sejenjs-
nya; dan/atau

" b. pemasukan dan pengeluaran barang dengan

volume yang tinggi dan memerlukan kecepa-
tan pelayanan.,
Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dilakukan dengan menggunakan doku-
men pelengkap pabean dan mempertaruhkan
jaminan.
Untuk dapat menyampaikan pemberitahuan pa-
bean dan/atau pemberitahuan secara berkala
atau periodik sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dan penyampaian pemberitahuan pabean dan/
atau pemberitahuan setelah pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peyeleng-
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gara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB- harus
mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pabean.

{(8) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan
atau penolakan permohonan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2} dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.

Pasat 49 .
Terhadap pengangkutan atas Barang Kena
Cukai ke dan dari PLB, berlaku ketentuan yang men-
gatur mengenai Cukai.

BAB XIlII
KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR EKSPOR
DAN SURAT KETERANGAN ASAL
Pasal 50

(1) Pemasukan barang asal luar daerah pabean ke
PLB belum diberlakukan ketentuan pembatasan di
bidang imper kecuali ditentukan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang im-
por dipenuhi pada saat pengeluaran barang dari
PLB ke tempat lain dalam daerah pabean untuk
diimpor untuk dipakai.

| {3} Dalam hal pemenuhan ketentuan pembatasan di

bidang impor telah dipenuhi pada saat pemasu-
kan barang ke PLB, pada saat pengeluarannya
tidak diperlukan kembali pemenuhan ketentuan
pembatasan di bidang impor. :
(4) Pemenuhan ketentuan pembatasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan un- |

tuk pengeluaran barang secara parsial dari PLB ke

tempat lain dalam daerah pabean dengan meng- |

gunakan pemotongan kuota.

(6) Pemenuhan ketentuan pembatasan atas barang
yang akan dikeluarkan dari PLB dapat dilakukan
oleh:’

a. Penyelenggara PLB;

b. Pengusaha PLB;

¢. PDPLB; atau

d. badan usaha selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, sebagai pi-
hak yang mengeluarkan barang dari PLB, ses-
uai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51
{1) Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan

oleh negara asal barang di luar negeri dapat diber-
lakukan pada saat pemasukan barang ke PLB.

(2} Atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberlakukan tarif bea masuk sesuai skema |
préferential tariff pada saat dikeluarkan dari PLB
ke tempat lain dalam daerah pabean.

(3) Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam
daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dapat dilakukan secara parsial dengan meng-
gunakan pemotongan kuota.

(4) Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} dapat dipenuhi oleh:

a. Penyelenggara PLB;

b. Pengusaha PLB;

c. PDPLB; atau

d. badan usaha selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 52

Dalam hal ‘barang asal luar daerah pabean
yang akan dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam
daerah pabean terdiri dari barang yang terdapat SKA
dan barang yang tidak terdapat SKA, skema preferen-
.tial tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
{2) dihitung secara proporsional berdasarkan persen-
tase nilai barang.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 53
{1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Ke-
" pala Kantor Pabean melakukan pengawasan ter-
hadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha
 PLB, dan PDPLB yang berada dalam pengawasan-

nya. -

{2} Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat
dilakukan melalui analisa dari akses terhadap
sistem IT Inventory dan CCTV PLB serta data
pada sistem komputer pelayanan dokumen pem-
beritahuan pabean; ,

(3) Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil anali-
sa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala Kantor Wilayah paling kurang 1 (satu) bu-
lan sekali melalui sistem komputer atau melalui
media elektronik.

(4) Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada avyat (1) melalui
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{5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

analisa terhadap laporan yang disampaikan oleh
Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat {3).

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasii anali-
sa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
Direktur Fasilitas Kepabeanan paling kurang 1
(satu} tahun sekali melalui sistem komputer atau
melalui media elektronik sebagai salah satu ba-
han kegiatan evaluasi.

Pasal 54
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Ke-
pala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di
PLB.
Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji
kepatuhan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB,
atau PDPLB atas pelaksanaan ketentuan yang
berlaku, meliputi:
a. kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis
barang yang diberitahukan;
b. kebenaran tarif dan nilai pabean yang diberita-
hukan;
c. pemenuhan kewajiban serta larangan;
d. pemenuhan ketentuan pembatasan
dan/atau
e. kesesuaian pencatatan pemasukan, pengelu-
aran, dan penimbunan barang dalam sistem T

impor;

inventory.

Pasal bb
Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran keten-
tuan kepabeanan dan cukai atas pemasukan dan/
atau pengeluaran barang ke dan/atau dari PLB,
Kepala Kantor Pabean harus melakukan peneli-
tian secara mendalam.
Dalam hal berdasarkan hasil
agaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
pelanggaran yang bersifat administratif, pelang-
garan dimaksud harus segera ditindaklanjuti den-
gan pengenaan sanksi sesuai ketentuan perun-
dang-undangan.
Dalam hal, berdasarkan hasil

penelitian seb-

penelitian seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
bukti permutaan yang cukup telah terjadi tindak
pidana kepabeanan dan cukai, bukti permulaan
tersebut harus segera ditindaklajuti dengan pe-
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(4)

(1)

nyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB
terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepa-
beanan dan cukai yang telah mempunyai kekua-
tan hukum tetap dan orang tersebut merupakan
warga negara asing, Direktur Jenderal atau Peja-
bat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan
kepada instansi yang berwenang menangani bi-
dang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai ke-
tentuan perundang-undangan,

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 56
Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang
ditunjuk melakukan kegiatan monitoring terhadap
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB,
secara periodik berdasarkan manajemen risiko
paling kurang 1 (satu)} tahun sekali yvang dilaku-
kan pada setiap akhir tahun buku.
Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
a. kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan
dan kegiatan operasional PLB; dan
b. perkembangan bisnis atau profil perusahaan
tahun terakhir, yang memuat paling kurang:

1. jumlah nilai investasi dibandingkan dengan
perkiraan investasi awal atau investasi ta-
hun sebelumnya;

2. jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan
perkiraan tenaga kerja awal atau tenaga
kerja tahun sebelumnya;

3. nilai dan volume impor dibandingkan den-
gan perkiraan awal atau tahun sebelum-
nya;

4. nilai dan volume ekspor dibandingkan den-
gan perkiraan awal atau tahun sebelum-
nya;

5. data perpajakan dibandingkan dengan ta-
hun sebelumnya;

6. daftar jenis barang yang ditimbun dan vol-
ume penimbunan dibandingkan dengan
perkiraan awal atau tahun sebelumnya;

dan
7. daftar pemasok (supplier} dan pembsli
(buyer) dibandingkan dengan perkiraan

awal atau tahun sebelumnya.

i
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Pasal 57
Dalam hal atas pelaksanaan:
a. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53;
b. pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 54;

febih atas pemberitahuan pabean pemasukan ba- |

rang ke PLB, penanganan atas selisih kurang atau
selisih lebih dimaksud diatur dengan peraturan Di-
rektur Jenderal tentang tata laksana pengeluaran
barang impor dari kawasan pabean untuk ditim-
bun di PLB. :

c. pelaksanaan manitoring sebagaimana dimaksud | (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih
dalam Pasal 56; dan/atau lebih atas pemberitahuan pabean pengeluaran

d. hasil audit kepabeanan dan/atau cukai, barang dari PLB, penanganan atas selisih kurang

ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kepa- atau selisih lebih dimaksud diatur dengan per-

beanan dan/atau cukai, atas pelanggaran dimaksud aturan Direktur Jenderal tentang tata laksana |
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pengeluaran barang impor dari PLB untuk diimpor
perundang-undangan. untuk dipakai.
(3} Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih teb-
Pasal 58 ih atas barang yang ada atau seharusnya berada |

(1) Direktur Fasititas Kepabeanan atau pejabat yang di PLB, yang:
ditunjuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap: a. ditemukan pada saat pelaksanaan pencaca-
a. izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

PDPLB yang telah diberikan; dan b. ditemukan pada saat pelaksanaan audit kepa-
b. ketentuan mengenai PLB. - beanan dan cukai; dan/atau

(2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ¢. diketahui oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha
ayat {1) huruf a dilakukan untuk menguji apakah PLB atau PDPLB yang disampaikan sebelum
izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau | dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat |
PDPLB yang telah diberikan kepada perusahaan Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pabean atau
tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang Pejabat Audit melakukan penelitian mengenai
ditetapkan. selisih dimaksud.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada | (4} Dalam hal hasil penelitian kepala Kantor Pabean
ayat (1} huruf b dilakukan untuk menguji apakah atau Pejabat Audit sebagaimana dimaksud pada |
ketentuan mengenai PLB: ayat (3) menemukan bahwa selisih kurang terse-
a. sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan but:

pemerintah; ' a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas
b. dapat dilaksanakan di lapangan; dan selisih tersebut:
c. telah mengakomodir perkembangan bisnis 1. tidak dipungut bea masuk, cukai, dan
proses perdagangan dan perindustrian. . PCRI; dan

{4} Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam
ayat (2) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun IT Inventory.
sekali yang dilakukan pada setiap akhir tahun b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penye-
buku berdasarkan hasil kegiatan monitoring se- _lenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB,
bagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan data yaitu selisih kurang tersebut bukan karena
pendukung lainnya. kefalaian, bukan karena kesengajaan, dan ti-

{5) Kegiatan -evaluasi sebagaimana dimaksud pada dak terdapat dugaan adanya tindak pidana
ayat (3) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun kepabeanan, atas selisih tersebut: '
sekali. 1. ditagih bea masuk, cukai, dan PDRI tanpa |

dikenakan sanksi administrasi berupa den-
BAB XVI da; dan :
SELISIH BARANG 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam
Pasal b9 IT Inventory,
(1) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pe-
44 | Business News BB49/16-5-2016
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(5)

{6)

(1
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nyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PD-

PLB, yaitu selisih kurang tersebut karéna kel-

alaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak

terdapat dugaan adanya tindak pidana kepa-
beanan, atas selisih tersebut:

1. ditagih bea masuk dan PDRI serta dikena-
kan sanksi administrasi berupa denda ses-
uai ketentuan perundang-undangan;

2. terhadap barang kena cukai dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sesuai
ketentuan yang mengatur mengenai cukai;
dan

3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam
IT Inventory.

d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan
adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan
penanganan lebih lanjut sesuai dengan keten-
tuan perundangundangan.

Dalam hal hasil penelitian kepala Kantor Pabean

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemu-

kan bahwa selisih lebih tersebut:

a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penye-

" lenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB,
yaitu selisih lebih tersebut bukan karena kel-
alaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak
terdapat dugaan adanya tindak pidana kepa-
beanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan
penyesuaian pencatatan dalam IT inventory;
atau

b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan
adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan
penanganan lebih lanjut sesuai dengan keten-
tuan perundangundangan.

Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) meliputi selisih kurang yang terjadi

akibat penguapan, penyusutan karena perubahan
suhu, kelembaban udara, dan/atau sejenisnya.

BAB XVIi
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN PLB
Pasal 60

Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Peny-

elenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin

PDPLB dibekukan dalam hal Penyelenggara PLB,

Pengusaha PLB, atau PDPLB:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 40, dan/atau
Pasal 41; z

b. melakukan kegiatan yang dilarang sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 46;

ERATURAN

(2)

{3}

{4)

(5)

c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari
izin yang diberikan berdasarkan bukti permu-
laan yang cukup, antara lain berupa:

1. memasukkan barang untuk ditimbun yang
tidak sesuai dengan izin PLB;

2. memasukkan barang yang dilarang untuk
diimpor dan/atau untuk diekspor; dan/atau

3. mengeluarkan barang kepada badan yang
tidak tercantum dalam izin PLB;

d.* menunjukkan ketidakmampuan dalam men-
gusahakan PLB, antara lain berupa:

1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam
kegiatannya;

2. tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan
dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; '

3. tidak melunasi utang kepabeanan dan cu-
kai dalam-jangka waktu yang ditentukan;

4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau
PDPLB berdasarkan hasil monitoring dan/
atau evaluasi terhadap Penyelenggara PLB,
Pengusaha PLB, atau PDPLB; atau

5. tidak memenuhi ketentuan yang diper-
syaratkan dalam izin Penyelenggara PLB,
Pengusaha PLB, atau PDPLB.

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean

yang mengawasi atas nama Direktur Jenderal
dengan surat sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi memberi-

tahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan
dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara PLB,

Pengusaha PLB, atau PDPLB yang bersangkutan.

Terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB,

atau PDPLB yang izinnya dibekukan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2):

a. dilarang memasukkan barang ke PLB;

b. masih diperbolehkan melakukan kegiatan di
dalam PLB; dan

¢. masih diperbolehkan mengeluarkan barang
dari PLB.

Pasal 61
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izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 dapat diberlakukan kembali dalam hal

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:

a. telah melaksanakan ketentuan kewajiban seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 40,
dan Pasal 41;

b. tidak terbukti dengan sengaja melakukan keg-
iatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 46;

c. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyim-
pang dari izin yang diberikan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 60 ayat {1} huruf ¢; atau

d. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/
atau mengusahakan PLB.

Pasal 62
lzin yang dibekukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 dapat diubah menjadi pencabutan
dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau

PDPLB: :

a. telah terbukti melakukan kegiatan yang menyim-
pang dari izin yang diberikan;

b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan
dan/atau pengusahaan PLB berdasarkan reko-
mendasi dari hasil audit Pejabat Bea dan Cukai;
atau

c. telah terbukti dengan sengaja melakukan keg-
iatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46.

Pasal 63
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau

PDPLB tidak diperboiehkan untuk melakukan pema-

sukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari PLB

terhitung sejak:

a. tidak beriakunya izin usaha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan izin
usaha diberlakukan kembali atau diperpanjang;
dan/atau

b. tidak berlakunya bukti kepemilikan atau pengua-
saan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf b sampai dengan bukti kepemilikan atau
penguasaan lokasi diperpanjang.

Pasal 64

| (1) Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penye-

lenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PD-
PLB dilakukan pencabutan dalam hal Penyeleng-
gara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:;

a. tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan

{2)

(3}

(4)

(5)

dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka wak-
tu 12 {dua betas) bulan secara berturut-turut;

b. tidak mendapatkan pemberlakuan kembali
atau perpanjangan izin usaha dan/atau bukti
kepemilikan atau penguasaan lokasi seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 63 dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) bari terhitung
sejak tidak berlakunya izin usaha dan/atau
bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;

c. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara
lain berupa menyalahgunakan fasilitas PLB
dan melakukan tindak pidana di bidang kepa-
beanan dan/atau cukai;

d. dinyatakan pailit; dan/atau

e. mengajukan permohonan pencabutan.

Pencabutan penetapan tempat sebagai PLB dan

izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau

izin PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilakukan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan ses-

uai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak ter-

pisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi memberi-

kan rekomendasi pencabutan penetapan tempat

sebagai PLB dan izin Periyelenggara PLB, izin

Pengusaha PLB, atau izin PDPLB sebagaimana di-

maksud pada ayat (1} kepada Direktur Fasilitas

Kepabeanan dengan menyampaikan informasi

tambahan berupa: L

a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan penyelesaiannya dalam hal sudah
pernah diaudit;

b. rekam jejak (past performance) Penyeleng-
gara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dan
data pelanggaran apabila yang bersangkutan
pernah melakukan pelanggaran ketentuan
kepabeanan dan cukai beserta penyelesaian-
nya; dan

c. pungutan negara yang masih terutang oleh
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PD-
PLB yang bersangkutan.

Sebelum dilakukan pencabutan izin, berdasarkan

manajemen risiko terhadap Penyelenggara PLB,

Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat dilakukan au-

dit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemer-

iksaan sederhana. -

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud

pada dyat (4) dilaksanakan berdasarkan data

pencacahan (stock opname) dibandingkan den-
gan data pada IT Inventory perusahaan dan data
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(1)

(2)

(3)

(1}

(2)

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan dan
pengeluaran barang di Kantor Pabean.

Pasal 65

Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin-

Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin

PDPLB dicabut sebagaimana dimasud dalam Pas-

al 64, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/

atau PDPLB harus:

a. melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI
yang terutang, baik berupa utang yang ber-
asal dari hasil temuan audit dan/atau utang
yang terjadi karena pengeluaran barang dari
PLB ke tempat lain dalam daerah pabean;

b. mengekspor kembali barang yang masih ada
di PLB; atau

¢. memindahkan barang yang masih ada di PLB
ke PLB lain,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal pencabutan izin.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terlampaui, atas barang yang be-

rada di PLB dinyatakan sebagai barang tidak di-

kuasai, ’ :

Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin

Penyelenggara PLB dicabut, PDPLB yang berada

di lokasi Penyelenggara PLB dapat mengajukan:

a. permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara
PLB lain kepada Direktur Jenderal atau Pe-
jabat.yang ditunjuk, dengan terlebih dahulu
mendapat rekomendasi dari Penyelenggara
PLB lain tersebut; atau

b. permohonan menjadi Pengusaha PLB seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lokasi
Penyelenggara PLB yang telah dicabut izin-
nya.

BAB XVIii
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66 °
Dalam hal izin PLB diberikan terhadap lokasi yang
sebelumnya telah ada barang di dalamnya, atas
seluruh barang tersebut harus dilakukan penca-
cahan (stock opname) oleh Kantor Pabean dan
dapat diperlakukan menjadi saldo awal PLB.

‘Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang mendapatkan fasilitas penanggu-
han bea masuk, dapat diperlakukan sebagai saldo
awal PLB dengan mendapatkan penangguhan bea
masuk.
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D000

(3} Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang telah dilunasi bea masuk, dapat di-
perlakukan sebagai saldo awal PLB dan dianggap
sebagai barang dari tempat lain dalam daerah pa-
bean.

Pasal 67

(1) Dalam hal barang yang ditimbun oleh Pengusaha

PLB atau PDPLB melewati jangka waktu penim-
bunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ba-
rang tersebut harus: '

a. diekspor kembali

dikeluarkan ke TPB lain;

dikeluarkan ke Kawasan Bebas;

dikeluarkan ke KEK; atau

dikeluarkan ke kawasan ekonomi lainnya yang
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan
perundang-undangan

(2) "Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan barang asal luar daerah pa-
bean, selain penyelesaian dengan ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e dapat dikeluarkan ke tem-
pat lain dalam daerah pabean dengan dilunasi Bea
Masuk, Cukai, dan/atau PDRI setelah memenuhi
ketentuan perundangundangan di bidang impor.

{3) Dalam hal barang’ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan barang asal luar daerah pa-
bean yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/
atau perpajakan yang dimasukkan dari tempat
lain dalam daerah pabean atau TPB lainnya, se-
lain penyelesaian pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf e dapat dikeluarkan dari PLB den-
gan diselesaikan kewajiban kepabeanan dan/atau
perpajakan sesuai dengan skema fasilitas kepa-
beanan dan/atau perpajakan dimaksud.

(4) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan barang asal tempat lain dalam
daerah pabean, selain penyelesaian dengan ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dikeluar-
kan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean
dengan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

() Dalam hal Pengusaha PLB atau PDPLB tidak

melakukan penyelesaian barang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), ayat {2), ayat.(3), atau
ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh} hari terhitung sejak jangka waktu pen-
imbunan terlewati, Pengusaha PLB atau PDPLB
yvang bersangkutan dibekukan sampai dengan di-
lakukan penyelesaian atas barang dimaksud.,

(6} Barang untuk keperluan pengusahaan PLB seb-
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(1)

(2)

(3)

{4)

(n

(2)

agaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dan

Pasal 32 ayat (8) dikecualikan dari ketentuan

jangka waktu penimbunan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4.

Pasal 68

Barang yang akan dikeluarkan dari PLB dan telah
diajukan dokumen pemberitahuan pabean atau
dokumen pemberitahuan, harus diletakkan pada
tempat tertentu (area transit) yang telah ditetap-
kan dan dapat dilakukan pemeriksaan pabean
berdasarkan manajemen risiko: :
Terhadap barang yang mempunyai karakteristik
tertentu antara lain berupa cairan, gas dan se-
jenisnya, dikecualikan dari ketentuan meletakkan
pada tempat-tertentu {area transit) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). !
Barang yang telah mendapat persetujuan penge-
luaran barang dari Pejabat atau Sistem Komputer
Pelayanan PLB, harus dikeluarkan dari PLB dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhi-
tung sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terlampaui, terhadap pengajuan do-
kumen Pemberitahuan Pabean berikutnya yang
diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetu-
juan pengeluaran barang tidak dapat ditayani.

Pasal 69
Terhadap barang yang mendapat fasilitas pembe-
basan bea masuk untuk operasi kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi (master list} yang ter-

masuk dalam barang yang mendapatkan cost re- |

covery yang berdasarkan ketentuan perundang-
undangan mengharuskan untuk diekspor kembali,
dapat diselesaikan dengan memasukan barang
dimaksud ke PLB, sementara menunggu diekspor
kembali atau penggunaan kembali di TLDDP.
Terhadap barang yang mendapat fasilitas pembe-
basan bea masuk untuk operasi kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi {master list) yang ter-
masuk dalam barang yang mendapatkan cost
recovery dapaf dimasukkan lagi ke PLB, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a, Terhadap barang impor yang menggunakan
fasilitas pembebasan bea masuk {master list)
yang termasuk dalam barang yang mendapat-
kan cost recovery yang dimasukkan ke PLB
dan belum digunakan sesuai skema fasilitas
pembebasan bea masuk dimaksud, masih

diberlakukan sebagai barang impor yang be-
Ium‘dipenuhi kewajiban pabeannya;

b. Terhadap barang asal PLB yang dikeluarkan
ke TLDDP dengan menggunakan fasilitas
pembebasan bea masuk {master list) yang
termasuk dalam barang yang mendapatkan |
_cost recovery yang dimasukkan kembali ke |
PLB dan belum digunakan sesuai skema fasili-
tas pembebasan bea masuk dimaksud, masih
_diberlakukan sebagai barang imper yang be-
jum dipenuhi kewajiban pabeannya.

(3) Pemasukan kembali barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2) dari tempat lain dalam daerah
pabean ke PLB dilakukan dengan menggunakan
Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang asal
PLB dari lokasi penerima fasilitas di tempat lain |
dalam daerah pabean ke PLB sesuai Lampiran VI |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari |
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang asal
PLB dari lokasi penerima fasilitas di tempat lain
dalam daerah pabean ke PLB sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) dijadikan dasar menyesuaikan
kuota masterlist. 1, =

Pasal 70

Dalam hal Kepala Kantor Pabean memerlukan

data perpajakan dalam rangka pengawasan, Kepala

Kantor Pabean dapat meminta data perpajakan kepa-

da pimpinan kantor vertikal pada Direktorat Jenderal

Pajak sesuai dengan ketentuan mengenai pertukaran

data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
pada tanggal 29 Januari 2016

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
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